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A. RINGKASAN 
Pendahuluan : Obat merupakan salah satu unsur yang penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Untuk memastikan bahwa mutu obat terjaga dari awal proses pembuatan hingga sampai ke tangan pasien, maka diperlukan suatu jaminan mutu dalam distribusi obat. Di Indonesia, jaminan mutu dalam distribusi obat berpedoman pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Dalam melakukan pendistribusian obat fasilitas distribusi obat harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat dengan berpedoman pada CDOB. Obat yang disalurkan harus memenuhi persyaratan khasiat, keamamanan dan mutu. Kualifikasi pelanggan bertujuan memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan evalusi terkait kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat di PBF Titra Husada Farma Pati. Metode : Penelitian ini merupakan  penelitian non-ekperimental yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil : penelitian ini dapat mamastikan bahwa distribusi farmasi sudah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Kesimpulan : Kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat yang baik dapat mencegah terjadinya kesalahan penyaluran obat dan/atau bahan obat kepada pihak yang tidak berwenang.

Kata kunci: CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) , Kualifikasi Pelanggan, Kewajaran Pesanan Obat, PBF


B. PENDAHULUAN 
1.  Latar Belakang 
Obat merupakan komoditas utama yang digunakan manusia untuk menunjang kesehatannya. Obat sangat penting dalam hidup manusia sehingga dalam pembuatannya pun obat harus memenuhi standar efficacy, safety, dan quality. Standar tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan, penyimpanan, pendistribusian hingga penyerahan obat kepada konsumen. Obat harus memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan untuk dapat memberikan manfaat. Obat dikatakan bermutu apabila obat tersebut memenuhi spesifikasi mutu obat, dimana mutu obat dinilai dari kemampuan obat tersebut memenuhi spesifikasi yaitu identitas obat, kemurnian, potensi keseragaman, bioavaibilitas dan stabilitas (Juwita Lintogareng et al., 2022).
 Kewajiban adanya jaminan mutu pada jalur distribusi obat di Indonesia telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan BPOM nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pedoman Teknis CDOB menyebutkan setiap fasilitas distribusi harus mempertahankan system mutu yang mencakup tanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat dan/atau bahan obat dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi (Sigalingging & Musfiroh, 2022).
Pendistribusian obat dari pedagang besar farmasi tidak bisa diberikan kepada sembarang pihak, oleh sebab itu diperlukan tahap kualifikasi pelanggan yang wajib dilakukan oleh pedagang besar farmasi untuk mencegah penyalahgunaan obat. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 disebutkan bahwa pedagang besar farmasi hanya dapat menyalurkan obat ke sesama PBF, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik atau toko obat yang secara keseluruhan sarana tersebut memiliki ijin operasional serta penanggung jawab teknis yang masih aktif masa berlakunya.Sehingga obat disalurkan benar – benar kepada pihak yang berwenang. Pedagang besar farmasi juga melakukan rekualifikasi pelanggan setiap tahunnya atau memiliki sistem yang dapat mendeteksi jika masa aktif ijin praktek apoteker akan segera habis sehingga tidak dapat melakukan pesanan obat, termasuk jika terjadi pergantian penanggung jawab teknis maka pedagang besar farmasi harus melakukan pemutakhiran database pelanggannya (Pertiwi et al., 2023). 
Menurut laporan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, prevelensi temuan kritis sarana distribusi sebanyak 0,4% yaitu sarana tidak operasional >1tahun dan operasional dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian toko obat tang merupakan satu kepemilikan. Temuan kritis dengan sanksi pemberhentian sementara kerja sebanyak 1,9% yang terdiri dari 1 sarana distibusi yang mendistribusikan antibiotik dalam jumlah banyak dan disalurkan kepada pihak yang tidak berwenang, kemudian 2 apotek yang menyalurkan obat Narkotika/Psikotropika/OOT tanpa resep dokter dan mendistribusikan ke fasilitas pelayanan kefarmasian lain, 2 apotek melakukan distribusi ke fasilitas pelayanan kefarmasian lain dengan pengadaan faktur polos dan menghilangkan tanggal kadaluarsa pada obat, 2 apotek menyalurkan antibiotic kepada pihak yang tidak berwenang, 2 toko obat tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian dan masa berlaku izin toko obat telah habis, 1 toko obat melakukan distribusi obat ke toko kelontong, dan 2 toko obat melakukan pengelolaan obat keras dalam jumlah yang banyak. Temuan mayor dengan sanksi peringatan keras sebanyak 23 % yaitu menyalurkan obat keras tanpa resep, penyimpanan tidak sesuai dengam klaim label, tidak ada catatan mutasi, catatan mutasi tidak tertib/akurat dan panel dengan PBF (BBPOM, 2024). 
Namun masih terdapat beberapa catatan di pedagang besar farmasi seperti dokumen administrasi kualifikasi yang tidak lengkap misalnya belum terdapat tanda tangan penanggung jawab teknis dan stempel resmi, data pelanggan yang belum diperbarui yang disebabkan oleh petugas salesman dilapangan yang kurang teliti kelengkapan dokumen administrasi, dan area pelanggan yang dicover cukup luas, sarana pelanggan tidak memberitahukan jika ada pergantian dan salesman tidak menanyakan kepada satu persatu terkait perubahan SDM di sarana pelanggan dan saat observasi terdapat pedagang besar farmasi yang tidak dapat menunjukkan bukti atau data dukung kegiatan kualifikasi pelangganya karena pengelolaan arsip data pelanggan yang belum maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang baik poin 4.9 bahwa fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat disalurkan kepada pihak yang berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat dan bukti kualifikasi pelanggan terdokumentasi dengan baik dan sesuai, kemudian poin 4.10 bahwa pemeriksaan dilakukan secara berkala dan meninjau transaksi obat (Mustaqimah et al., 2021).
Berdasarkan uraian temuan masih terdapat data pihak pemesan pada surat pesanan berbeda dan ada yang tidak masuk daftar kualifikasi pelanggan yang disebabkan kelalaian apoteker dalam melakukan pencocokan data pihak pemesan dengan data pelanggan. Tidak ada screening kewajaran dan legalitas pesanan obat apoteker penanggungjawab sedang cuti dan tidak ada pendelegasian wewenang Pesanan obat prekursor tidak menggunakan format khusus karena dari pihak pemesan kurang memahami menyeluruh terkait pengaturan pemesanan, verifikasi apoteker penanggungjawab pedagang besar farmasi yang rendah.Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pesanan obat bertujuan untuk melakukan analisa kewajaran pesanan baik segi kuantitas, intensitas, jenis obat yang dipesan serta legalitas pemesan apakah sudah sesuai dengan data pelanggan yang dimiliki pelanggan besar farmasi atau potensi pesanan masuk dari pihak yang tidak berwenang termasuk pencatatan obat yang keluar pada kartu stock, pengelolaan arsip pesanan obat untuk mempermudah penelusuran riwayat distribusi (Hidayat et al., 2020). 

2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana penerapan Aspek Kualifikasi Pelanggan di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati?
b. Bagaimana penerapan Kewajaran Pesanan Obat di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati?
3. Tujuan Penelitian
a. Melakukan evaluasi penerapan aspek kualifikasi pelanggan di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati
b. Melakukan evaluasi kewajaran pesanan obat di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati

4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teori
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai  literatur ilmiah untuk acuan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi aspek kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF), penelitian ini dapat diupayakan dan menjadi bahan edukasi bagi Apoteker Penanggung Jawab dalam melakukan penerapan aspek kualifikasi pelanggan di PBF Tirta Husada Farma Pati.
2) Bagi BPOM, penelitian ini diupayakan dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerapan kualifikasi pelanggan di PBF Tirta Husada Farma Pati. 

C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi PBF
Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI, 2011).
2. PBF Cabang 
PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI, 2011).
a) Persyaratan Umum Usaha
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, suatu pendirian PBF harus memenuhi persyaratan umum usaha, yaitu :
a. PBF Pusat
1) Izin Pedagang Besar Farmasi diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan
2) Berbadan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi;
3) Data apoteker penanggung jawab yang meliputi: STRA, ijazah, surat pernyataan bekerja penuh waktu, perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris, dan KTP;
4) Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor dan gudang PBF; dan
5) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
b. PBF Cabang
1) Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2) Dokumen Izin PBF Pusat.
3) Data pimpinan PBF cabang yang meliputi: KTP Pimpinan Cabang dan surat penunjukan sebagai Pimpinan PBF Cabang dari pimpinan PBF Pusat.
4) Data apoteker penanggung jawab yang meliputi: STRA, ijazah, surat pernyataan bekerja penuh waktu, perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris, dan KTP;
5) Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor dan gudang PBF.
6) Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b) Persyaratan Khusus Usaha	
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, suatu pendirian PBF harus memenuhi persyaratan khusus usaha, yaitu :
1) Memiliki bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat.
2) Memiliki prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat.
3) Memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.
4) Memiliki prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
5) Menerapkan standar CDOB dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat.
6) Apoteker penanggung jawab telah memiliki SIPA sebagai persetujuan kewenangan praktik pada sarana PBF tersebut.
7) Memiliki Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika sesuai perundang-undangan. ketentuan peraturan
8) Memiliki Izin Khusus Importir/Eksportir Narkotika bagi impor/ekspor PBF narkotika yang melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Dalam hal PBF Pusat dan/atau PBF Cabang menyalurkan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika, PBF Pusat dan/atau PBF Cabang harus menerapkan standar usaha Pedagang Besar Obat Tradisional (sesuai KBLI 46442) dan/atau Pedagang Besar Kosmetika (sesuai KBLI 46443).
c) Struktur Organisasi dan SDM
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, stuktur organisasi dan sumber daya manusia terdiri dari :
a. Struktur Organisasi 
1) Memiliki struktur organisasi PBF bertanggung jawab dalam memastikan yang ditetapkan oleh Pimpinan.
2) Struktur organisasi PBF Pusat dan PBF Cabang terdiri dari Pimpinan, penanggung jawab PBF serta bagian-bagian yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PBF.
3) Pimpinan, penanggung jawab, dan setiap bagian memiliki tanggung jawab, wewenang, dan hubungan yang ditetapkan dengan jelas.
b. SDM
1) PBF Pusat dan PBF Cabang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja purna waktu, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Penanggung jawab PBF Pusat dan PBF Cabang adalah Apoteker Warga Negara Indonesia yang memiliki STRA.
b. Apoteker penanggung jawab wajib memiliki SIPA pada sarana PBF tersebut.
c. Apoteker penanggung jawab dilarang merangkap jabatan sebagai direksi/pengurus PBF Pusat atau PBF Cabang.
2) Apoteker penanggung jawab PBF bertanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat sesuai dengan CDOB.
3) Apoteker penanggung jawab harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi farmasi.
4) Apoteker penanggung jawab dan seluruh SDM yang terkait dalam kegiatan PBF harus mendapatkan pelatihan yang cukup sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memastikan penerapan CDOB pada seluruh kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat.
5) PBF yang menyalurkan Obat dan Bahan Obat harus memiliki masing-masing apoteker penanggung jawab untuk obat dan Apoteker penanggung jawab untuk Bahan Obat.
6) Dalam hal Apoteker penanggung jawab tidak dapat melaksanakan tugas selama waktu tertentu maka harus menunjuk Apoteker lain sebagai pengganti sementara yang memiliki STRA dan bertugas paling lama untuk waktu 3 (tiga) bulan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk PBF Pusat dan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk PBF Cabang.
7) Dalam hal apoteker penanggung jawab sedang tidak berada di tempat pada waktu tertentu maka harus mendelegasikan tugasnya kepada Apoteker lain atau tenaga teknis kefarmasian yang bekerja pada PBF tersebut dan dibuktikan dengan surat pendelegasian.
8) Apoteker penanggung jawab tetap bertanggung jawab atas tugas yang didelegasikannya
9) Dalam hal PBF Pusat dan/atau PBF Cabang menyalurkan produk Obat Tradisional, Suplemen dan/atau Kosmetika, Kesehatan Apoteker penanggung jawab harus memastikan seluruh kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sesuai dengan standar usaha Pedagang Besar Obat Tradisional dan/atau Pedagang Besar Kosmetika.
d) Layanan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, suatu pendirian PBF harus memenuhi aspek pelayanan , yaitu :
1) PBF Pusat dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada:
a. PBF Pusat atau PBF Cabang lain;
b. fasilitas pelayanan kefarmasian yang meliputi: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat; dan/atau 
c. lembaga ilmu pengetahuan
d. Penyaluran Obat kepada toko obat hanya untuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.
2) PBF Pusat dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan Bahan Obat kepada: industry farmasi, PBF atau PBF cabang lain, apotek, instalasi farmais ruma sakit dan/atau lembaga ilmu pengetahuan
3) Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, PBF Pusat dan PBF Cabang dapat menyalurkan Obat dan/atau Bahan Obat kepada instansi pemerintah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) PBF Pusat dan PBF Cabang hanya melaksanakan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker pemegang SIA, Apoteker penanggung jawab, atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA atau SIPTTK, kecuali untuk lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga ilmu pengetahuan.
5) Dalam hal penyaluran obat selain Narkotika dan Psikotropika dilakukan berdasarkan pembelian secara elektronik (e-Purchasing), surat pesanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat dan/atau bahan obat di wilayah provinsi sesuai izinnya.
3. Definisi CDOB
Cara Distribusi Obat yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2020). Berdasarkan peraturan BPOM No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik  harus memenuhi beberapa aspek antara lain :
a. Aspek Manajemen Mutu
Fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat dan/atau bahan obat dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi. Seluruh kegiatan distribusi harus ditetapkan dengan jelas, dikaji secara sistematis dan semua tahapan kritis proses distribusi dan perubahan yang bermakna harus divalidasi dan didokumentasikan. Sistem mutu harus mencakup prinsip manajemen risiko mutu. Pencapaian sasaran mutu merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab fasilitas distribusi, membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi aktif serta harus didukung oleh komitmen manajemen puncak.

b. Aspek Organisasi, Manajemen dan Personalia
Pelasanaan dan pengelolaan system manajemen mutu yang baik serta distribusi obat yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personil harus dipahami dengan jelas dan dicatat. Semua personil harus memahami prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
c. Aspek Operasional
1) Kualifikasi Pemasok
Fasilitas distribusi harus memperoleh pasokan obat dan/atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fasilitas distribusi wajib memastikan bahwa pemasok tersebut mempunyai izin serta menerapkan prinsip dan Pedoman CDOB. Harus dilakukan kualifikasi yang tepat sebelum pengadaan dilaksanakan. Pemilihan pemasok, termasuk kualifikasi dan persetujuan penunjukannya, merupakan hal operasional yang penting. Pemilihan pemasok harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan hasilnya didokumentasikan serta diperiksa ulang secara berkala. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administratif dan teknis terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian, guna memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memiliki izin dan didistribusikan oleh fasilitas distribusi resmi. Sebelum memulai kerjasama dengan pemasok baru, fasilitas distribusi harus melakukan pengkajian guna memastikan calon pemasok tersebut sesuai, kompeten dan dapat dipercaya untuk memasok obat dan/atau bahan obat. Dalam hal ini, pendekatan berbasis risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) reputasi atau tingkat keandalan serta keabsahan operasionalnya;
b) obat dan/atau bahan obat tertentu yang rawan terhadap pemalsuan;
c) penawaran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar yang biasanya hanya tersedia dalam jumlah terbatas; dan 
d) harga yang tidak wajar.
2) Kualifikasi Pelanggan
Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Bukti kualifikasi pelanggan harus didokumentasikan dengan baik. Pemeriksaan dan pemeriksaan ulang secara berkala dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada permintaan salinan surat izin pelanggan. Fasilitas distribusi harus memantau tiap transaksi yang dilakukan dan melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat dan/atau bahan obat yang berisiko terhadap penyalahgunaan, serta untuk memastikan kewajiban pelayanan distribusi obat dan/atau bahan obat kepada masyarakat terpenuhi. Dalam pelaksanaan penyelidikan, fasilitas distribusi dapat memastikan kebenaran penyaluran melalui mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemesan.
a. Penerimaan Pesanan
Pada saat penerimaan surat pesanan baik secara manual maupun secara elektronik, penanggung jawab harus memastikan:
1. pemesan terdaftar sebagai pelanggan atau anggota yang terverifikasi dalam sistem aplikasi;
2. kebenaran dan keabsahan surat pesanan, meliputi: 
a. nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesan;
b. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah (dalam bentuk angka dan huruf) dan isi kemasan dari Obat/Bahan Obat yang dipesan; 
c. nomor surat pesanan;
d. nama, alamat, dan izin sarana pemesan;
e. nama, SIPA/SIPTTK Penanggung Jawab sarana pemesan
3. kewajaran pesanan dengan mempertimbangkan:
4. jumlah dan frekuensi pesanan;
5. jenis Obat yang dipesan mencakup pertimbangan terhadap Obat-Obat yang sering disalahgunakan;
6. kondisi sarana dan pelayanan mencakup sarana yang berlokasi di wilayah yang ramai, dekat dengan fasilitas kesehatan atau praktik dokter.
b. Pengiriman
Pengiriman obat dan/atau bahan obat harus ditujukan kepada pelanggan yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen untuk pengiriman obat dan/atau bahan obat harus disiapkan dan harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut: 
1. tanggal pengiriman; 
2. nama lengkap, alamat (tanpa akronim), nomor telepon dan status dari penerima (misalnya Apotek, rumah sakit atau klinik); 
3. deskripsi obat dan/atau bahan obat, misalnya nama, bentuk sediaan dan kekuatan (jika perlu); 
4. nomor bets dan tanggal kedaluwarsa; 
5. kuantitas obat dan/atau bahan obat, yaitu jumlah container dan kuantitas per kontainer (jika perlu); 
6. nomor dokumen untuk identifikasi order pengiriman; dan 
7. transportasi yang digunakan mencakup nama dan alamat perusahaan ekspedisi serta tanda tangan dan nama jelas Personel ekspedisi yang menerima (jika menggunakan jasa ekspedisi) dan kondisi penyimpanan.
Pengiriman harus dilakukan langsung ke alamat yang tertera pada dokumen pengiriman dan harus diserahkan langsung kepada penanggung jawab sarana atau tenaga kefarmasian lain sebagai penerima. Obat dan/atau bahan obat tidak boleh ditinggalkan di tempat penyimpanan sementara yang tidak mempunyai izin PBF. Penerima harus membubuhkan tanda tangan, nama jelas, SIPA/SIPTTK dan stempel sarana pada dokumen pengiriman.
4.  Integrasi Islam Dalam Kefarmasian
Menurut  Averina & Widagda (2021), jual beli dalam Islam diatur dengan sangat baik dan jelas bertujuan untuk menghindarkan keburukan, seperti dalam Firman Allah SWT :
[image: ]
Artinya: “wahai orangorang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa ayat 29).
Akad transaksi utang piutang adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Dalam Islam, akad ini disebut Qardh dan dianggap sebagai perbuatan baik serta termasuk dalam kategori sedekah. Qardh memiliki beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti: 
1. Tidak ada keuntungan atau bunga yang dikenakan
2. Harus ada kesepakatan jelas tentang jumlah pinjaman dan waktu pengembalian
3. Peminjam harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan
4. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam perjanjian (Suhendro, 2024)
Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah ayat 245 
[image: ]
Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”
5. Roadmap Penelitian


D. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-ekperimental yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data pengamatan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat di PBF Cabang Tirta Husada Farma Pati dengan rujukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
Pengumpulan data diperoleh dari observasi menggunakan lembar check list yang dilakukan pengamatan secara langsung dari form specimen pelanggan dan form kunjungan pelanggan yang telah diisi oleh masing-masing pelanggan dengan rujukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik
Tabel 1.1 Lembar Check List Data Kualifikasi Pelanggan dengan rujukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik
	




	No
	Aspek yang diobservasi
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	Data Sarana Pelanggan

	1.
	Terdapat nama sarana pelanggan
	 
	
	

	2.
	Terdapat alamat sarana pelanggan 
	
	
	

	3.
	Terdapat nomor telepon sarana pelanggan
	
	
	

	4.
	Terdapat surat izin sarana pelanggan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dan masa berlaku
	
	
	

	5.
	Terdapat file pendukung (Surat Izin Sarana)/NIB
	
	
	

	6.
	Terdapat tanggal update data sarana pelanggan
	
	
	

	Data Penanggung Jawab Sarana  

	1.
	Penyaluran obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang
	
	
	

	2.
	Terdapat nama lengkap penanggung jawab sarana 
	
	
	

	3.
	Terdapat nomor izin (SIKA/SIPA/SIP/TTK) dan masa berlaku 
	
	
	

	4. 
	Terdapat tanda tangan penanggung jawab sebagai keabsahan data pelanggan
	
	
	

	5.
	Terdapat file pendukung SIPA/SIKA penanggung jawab sarana
	
	
	

	Data Penerima Obat Farmasi Reguler/Prekursor Farmasi/Obat Tertentu 
(Apoteker/Apoteker Pendamping/Tenaga Teknis Kefarmasian)

	1.
	Terdapat nama lengkap penerima obat regular/Prekursor/OOT
	
	
	

	2.
	Terdapat nomor surat izin praktek dan masa berlaku
	
	
	

	3.
	Terdapat tanda tangan penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	
	
	

	4.
	Terdapat file pendukung SIPA, SIP TTK penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	
	
	

	5.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Surat Pesanan)
	
	
	

	6.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Faktur Penerimaan )
	
	
	


Tabel 1.2 Lembar Kewajaran Kewajaran Jumlah Pesanan Obat Pelanggan Berdasarkan Akad Jual Beli dalam Islam
	No
	Aspek yang diobservasi
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	1.
	Jumlah pesanan obat reguler pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	
	
	

	2.
	Jumlah pesanan obat prekursor  pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	
	
	

	3.
	Jumlah pesanan obat obat-obat tertentu pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	
	
	

	4. 
	Terdapat akad jual-beli antara pelanggan dengan PBF
	
	
	

	5.
	Terdapat akad utang-piutang antara pelanggan dengan PBF
	
	
	

	6.
	Tidak terdapat keuntungan atau bunga yang dikenakan
	
	
	

	7.
	Terdapat kesepakatan yang jelas tentang jatuh tempo waktu pembayaran
	
	
	

	8.
	Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam perjanjian
	
	
	

	9.
	Pelanggan membayar jatuh tempo sesuai dengan nominal utang
	
	
	



E. JADWAL PELAKSANAAN PROJECT PRACTICE
Berikut ini adalah uraian kegiatan beserta estimasi waktu pelaksanaan Project Practice:
	No
	Uraian Kegiatan
	Bulan ke-

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Penyusunan Proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Review Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Penyiapan Lembar Cheklist Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Pengambilan Data Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Analisis Data  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Penyusunan Laporan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




F. SKEMA PENELITIANStudi pendahuluan pustaka
Pembuatan proposal project practice
Pengumpulan data hasil check list 

Pengamatan Langsung dan Wawancara
Penyiapan lembar check list
Pembuatan laporan hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran












Publish jurnal 



G. ROAD MAP PENELITIAN

H. HASIL
Hasil pengamatan kesesuaian kualifikasi pelanggan di PBF Tirta Husada Farma-Pati berdasarkan CDOB dapat dilihat pada Tabel 1 :
Tabel. 1 Implementasi Kualifikasi Pelanggan Berdasarkan CDOB
	No
	Ketentuan
	Implementasi

	Data Sarana Pelanggan

	1.
	Terdapat nama sarana pelanggan
	Ya

	2.
	Terdapat alamat sarana pelanggan 
	Ya

	3.
	Terdapat nomor telepon sarana pelanggan
	Ya

	4.
	Terdapat surat izin sarana pelanggan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dan masa berlaku
	Ya

	5.
	Terdapat file pendukung (Surat Izin Sarana)/NIB
	Ya

	6.
	Terdapat tanggal update data sarana pelanggan
	Ya

	Data Penanggung Jawab Sarana  

	1.
	Penyaluran obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang
	Ya

	2.
	Terdapat nama lengkap penanggung jawab sarana 
	Ya

	3.
	Terdapat nomor izin (SIKA/SIPA/SIP/TTK) dan masa berlaku 
	Ya

	4. 
	Terdapat tanda tangan penanggung jawab sebagai keabsahan data pelanggan
	Ya

	5.
	Terdapat file pendukung SIPA/SIKA penanggung jawab sarana
	Ya

	Data Penerima Obat Farmasi Reguler/Prekursor Farmasi/Obat Tertentu 
(Apoteker/Apoteker Pendamping/Tenaga Teknis Kefarmasian)

	1.
	Terdapat nama lengkap penerima obat regular/Prekursor/OOT
	Ya

	2.
	Terdapat nomor surat izin praktek dan masa berlaku
	Ya

	3.
	Terdapat tanda tangan penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	Ya

	4.
	Terdapat file pendukung SIPA, SIP TTK penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	Ya

	5.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Surat Pesanan)
	Ya

	6.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Faktur Penerimaan )
	Ya


	Hasil pengamatan kesesuaian kewajaran jumlah pesanan obat pelanggan di PBF Tirta Husada Farma-Pati berdasarkan CDOB dapat dilihat pada Tabel 2 :
Tabel. 2 Implementasi Kewajaran Jumlah Pesanan Obat Pelanggan Berdasarkan Akad Jual Beli dalam Islam
	No
	Ketentuan
	Implementasi

	1.
	Jumlah pesanan obat reguler pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	Ya

	2.
	Jumlah pesanan obat prekursor  pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	Ya

	3.
	Jumlah pesanan obat obat-obat tertentu pelanggan dalam batas wajar dan sesuai dengan hasil kunjungan outlet ke pelanggan
	Ya

	4.
	Terdapat akad jual-beli antara pelanggan dengan PBF
	Ya

	5.
	Terdapat akad utang-piutang antara pelanggan dengan PBF
	Ya

	6.
	Tidak terdapat keuntungan atau bunga yang dikenakan
	Ya

	7.
	Terdapat kesepakatan yang jelas tentang jatuh tempo waktu pembayaran
	Ya

	8.
	Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam perjanjian
	Ya

	9.
	Pelanggan membayar jatuh tempo sesuai dengan nominal utang
	Ya

	10.
	Terdapat system untuk memantau setiap transaksi 
	Ya





I. PEMBAHASAN
Kualifikasi Pelanggan
Obat dan/atau bahan obat disalurkan kepada pihak yang berhak dan berwenang
Suatu fasilitas distribusi harus memiliki pelanggan yang memiliki izin sesuai ketentuan perundang-udangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan checklist penelitian di PBF Tirta Husada Farma Pati, diketahui bahwa seluruh aspek kualifikasi pelanggan telah dipenuhi dengan baik. Seluruh data sarana seperti nama, alamat, nomor telepon, surat izin operasional, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) tersedia dan terdokumentasi dengan lengkap (BPOM, 2020). 
Selain itu, data penanggung jawab sarana telah memenuhi persyaratan administratif, termasuk keberadaan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIKA) yang masih berlaku, serta tanda tangan sebagai validasi legalitas. Proses penyaluran juga dilakukan hanya kepada pihak yang memiliki wewenang dan memenuhi syarat administratif. Hal ini sesuai dengan temuan Juwita Lintogareng et al. (2022), yang menekankan pentingnya penyaluran hanya kepada pelanggan yang legal dan terdokumentasi untuk mencegah distribusi ilegal dan penyalahgunaan obat. 
Kelengkapan identitas dan dokumen pada penerima obat untuk kategori reguler, prekursor, maupun obat-obat tertentu juga telah sesuai dengan persyaratan CDOB. Penelitian Mustaqimah et al. (2021) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penerima obat sangat penting, terutama pada obat-obat tertentu yang rawan disalahgunakan. Dalam konteks ini, PBF telah menyiapkan dokumentasi berupa tanda tangan, nomor izin praktik, dan stempel pada surat pesanan serta faktur penerimaan, sebagai bentuk bukti sah distribusi.
Pemeriksaan dan pemeriksaaan ulang secara berkala
PBF Tirta Husada Farma Pati juga telah menjalankan prosedur rekualifikasi pelanggan secara berkala. Proses ini penting untuk menjamin bahwa data pelanggan selalu diperbarui, terutama ketika terjadi perubahan apoteker penanggung jawab atau habisnya masa berlaku izin praktik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Pertiwi et al. (2023), yang menyatakan bahwa sistem rekualifikasi yang aktif dapat menghindari distribusi ke sarana yang tidak lagi memenuhi syarat legalitas. Sistem informasi digital (SIG) yang diterapkan di PBF juga berperan penting dalam membantu pengelolaan data legalitas, histori pesanan, dan status piutang pelanggan. Menurut Sigalingging dan Musfiroh (2022), pemanfaatan teknologi informasi dalam distribusi farmasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pelanggan dan transaksi.
Pola Transaksi obat 
Untuk menjaga integritas distribusi dan menghindari risiko penyalahgunaan obat oleh pelanggan, PBF Tirta Husada Farma Pati menerapkan pengawasan berbasis pola transaksi pelanggan. Berdasarkan wawancara dan observasi, sistem distribusi yang digunakan di PBF telah dilengkapi dengan modul log transaksi dan log plafon yang berfungsi untuk memantau frekuensi pemesanan, jumlah obat yang dipesan, jenis obat terutama obat-obat tertentu dan precursor. Menurut Mustaqimah et al. (2021), pemantauan pola transaksi penting dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari penerapan prinsip risk-based approach, khususnya dalam mencegah leakage distribusi ke pihak yang tidak berhak. Hal ini telah sesuai dengan BPOM (2020) poin 4.11 yang menyebutkan bahwa fasilitas distribusi harus memantau tiap transaksi yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat dan/atau bahan obat yang berisiko terhadap penyalahgunaan, serta untuk memastikan kewajiban pelayanan distribusi obat dan/atau bahan obat kepada masyarakat terpenuhi.
Selain itu , PBF Tirta Husada Farma Pati memiliki system digital yang digunakan untuk mengantur batas plafon kredit pelanggan dengan cara memperhitungan risiko keterlambatan pembayaran dan perilaku pemesanan sebelumnya. Apotek dan toko obat berizin diberikan jatuh tempo 2 minggu, PBF cabang lain diberikan jatuh tempo 40 hari dan untuk masing-masing keterlambatan pembayaran yaitu 5 hari setelah jatuh tempo. 
Dengan demikian, pola transaksi tidak hanya digunakan untuk pengendalian stok, tetapi juga menjadi sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi pelanggaran distribusi. Studi oleh Hidayat et al. (2020) menekankan bahwa integrasi pemantauan transaksi dan plafon kredit pelanggan merupakan langkah efektif dalam menjaga agar distribusi farmasi tetap sah, aman, dan sesuai regulasi. Sistem ini dapat memperkecil kemungkinan obat disalahgunakan, termasuk untuk tujuan ilegal seperti penjualan bebas atau praktik medis tanpa izin.
Pemeriksaan Transaksi dan Penyaluran Obat
Dalam Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mewajibkan fasilitas distribusi untuk memantau setiap transaksi serta melakukan penyelidikan jika ditemukan pola pemesanan yang menyimpang dan berisiko terhadap penyalahgunaan. Implementasi di PBF Tirta Husada Farma Pati menunjukkan bahwa prinsip ini telah dijalankan secara optimal. Melalui sistem digital SIG yang terintegrasi, PBF dapat merekam seluruh histori transaksi dan secara berkala mengevaluasi kewajaran jumlah dan jenis obat yang dipesan oleh pelanggan. Aktivitas ini sejalan dengan temuan Mustaqimah et al. (2021), yang menegaskan bahwa sistem pemantauan transaksi merupakan langkah kunci dalam mendeteksi distribusi yang tidak wajar, terutama pada obat yang berisiko disalahgunakan seperti prekursor dan psikotropika. Selain itu, verifikasi terhadap keabsahan surat pesanan, status izin praktik penanggung jawab, dan pembatasan plafon pemesanan turut diperhatikan. Hal ini sesuai dengan kajian oleh Juwita Lintogareng et al. (2022) yang menyatakan bahwa distribusi yang memenuhi CDOB harus selalu diiringi evaluasi menyeluruh atas legalitas dan rasionalitas transaksi, guna mencegah kebocoran distribusi ke pihak yang tidak berwenang.
Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi Distribusi
Penelitian ini juga menunjukkan adanya penerapan prinsip syariah dalam transaksi antara PBF dan pelanggan, seperti penggunaan akad qardh (utang-piutang) tanpa bunga, kesepakatan jelas atas jatuh tempo pembayaran, dan kesukarelaan antara kedua pihak. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 serta prinsip akad qardh dalam Islam (Suhendro, 2024). Penerapan prinsip syariah ini sejalan dengan konsep distribusi obat yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan legal, tetapi juga etika dan moralitas transaksi dalam pelayanan kefarmasian.
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K.  LAMPIRAN
Lampiran 1. Lembar Persetujuan Informan
LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN
Dengan Hormat,
Saya Adhela Bherti Stevani selaku mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 10. Pada saat ini, saya sedang melakukan penelitian dengan judul " Evaluasi Kualifikasi Pelanggan dan Kewajaran Pesanan Obat Qardh (Utang-Piutang)  Berdasarkan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik)". Untuk kelancaran penelitian ini, saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Jika bersedia menjawab pertanyaan yang terlampir, mohon untuk terlebih dahulu menandatangani lembar persetujuan ini sebagai tanda kesukarelaan.
Dengan demikian, saya sampaikan informasi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara sebagai partisipan.




Hormat saya, 
Peneliti,



Adhela Bherti Stevani

Lampiran 2. Informed Consent


SURAT KESANGGUPAN MENJADI INFORMAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Jabatan di PBF	:

Dengan ini, saya menyatakan ketersediaan untuk menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhela Bherti Stevai, mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan NIM 20102400002, yang berjudul “Evaluasi Kualifikasi Pelanggan dan Kewajaran Transaksi Obat Berdasarkan CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) dan Akad Qardh (Utang-Piutang)”. Saya memahami dan menyetujui bahwa penelitian ini tidak akan memberikan dampak negatif bagi saya, sehingga saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini,





Pati,…	2025
Informan,





(	)

Lampiran 3. Lembar Wawancara Penelitian


LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN


IDENTITAS DIRI


Nama	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Jabatan di PBF	:


PERTANYAAN
1. Berapa jumlah pelanggan PBF Tirta Husada Farma Pati di wilayah kabupaten pati ?
2. Persyaratan apakah yang menjadi kewajiban kualifikasi pelanggan di PBF?
Dapat ditinjau dari persyaratan terpenuhi, melengkapi data specimen dan terlampir, surat delegasi, form kunjungan pelanggan, untuk melihat kehidupan pelanggan
3. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi kualifikasi pelanggan di PBF Tirta Husada Farma Pati?  Dari kunjugan pelanggan ke outlet lalu diaudit pelanggan, ada jadwal kunjungannya,
4. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi kewajaran pesanan obat di PBF Tirta Husada Farma Pati? Dari transaksi pelanggan
5. Bagaimana system pembayaran? Transfer dan tunai .
Pembarayan 30 hari,  untuk apotek, toko obat berizin 2 minggu, toko kelentong  2 minggu, khusus PBF 40 hari,, missal Dasi system logdate diingatkan tanggalnya dan logplavon batasan transaksi tiap otlet. Log piutang kelonggaran bayar utang 5 hari saja.Log izin itu multak meliputi data legalitas, sia, sipa ,
6. Apakah terdapat akad jual-beli antara PBF dengan outlet? Cari di ai
7. Sistem komputerisasi dokumen pelanggannya bagaimana?data dikelola oleh system SIG pada kolom kos  meliputi data pelangan, data piutang,data legalitas 
8. Rekualifikasi pelanggan dengan adanya yang diperbaruhi missal sipa , sia yang masih aktiff 




Lampiran 4. Lembar Observasi Penelitian
Lembar Check List Data Kualifikasi Pelanggan dengan rujukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik
	
	No
	Aspek yang diobservasi
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	Data Kualifikasi Pelanggan 

	1.
	Penyaluran obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang
	
	
	

	2.
	Terdapat nama lengkap penanggung jawab sarana 
	
	
	

	3.
	Terdapat nomor izin (SIKA/SIPA/SIP/TTK) dan masa berlaku 
	
	
	

	4. 
	Terdapat tanda tangan penanggung jawab sarana
	
	
	

	5.
	Terdapat file pendukung SIPA/SIKA penanggung jawab sarana
	
	
	

	6.
	Terdapat nomor surat izin praktek dan masa berlaku
	
	
	

	7.
	Terdapat tanda tangan penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	
	
	

	8.
	Terdapat file pendukung SIPA, SIP TTK penerima obat farmasi regular/precursor/obat-obat tertentu
	
	
	

	9.
	Terdapat nama petugas penerima obat di sarana kesehatan (Pengesahan pada Faktur Penerimaan)
	
	
	

	10.
	Terdapat Nomor Surat Izin Praktik dan masa berlaku petugas penerima obat di sarana kesehatan (Pengesahan pada Faktur Penerimaan)
	
	
	

	11.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Surat Pesanan)
	
	
	

	12.
	Terdapat contoh stampel pengesahan (Pada Faktur Penerimaan )
	
	
	

	13.
	Terdapat tanggal rekualifikasi pelanggan
	
	
	

	14.
	Terdapat Kode SIPNAP
	
	
	

	15.
	Terdapat NIB
	
	
	

	16.
	Terdapat nama sarana pelanggan 
	
	
	

	17.
	Terdapat No.Telp/HP sarana pelanggan
	
	
	

	18.
	Terdapat Alamat Sarana Pelanggan
	
	
	

	19.
	Terdapat Alamat Pembayran (Faktur Penjualan)
	
	
	

	20. 
	Terdapat Surat Izin Sarana Kesehatan (Apotek, RS, Puskesmas, Klinik, dll) dan Masa Berlaku
	
	
	







Lembar Form Kunjungan Pelanggan dengan rujukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik
	No
	Aspek yang diobservasi
	Ya
	Tidak
	Keterangan

	Kunjungan ke Pelanggan 

	1.
	Apakah terdapat praktek dokter di sarana pelanggan? 
	
	
	

	2.
	Apakah terdapat Rumah Sakit / Klinik/ Praktek dokter/ Puskesman / laboratorium yang lokasinya berdekatan dengan sarana kesehatan tersebut?
	
	
	

	3.
	Apakah ada pemukiman di sekitar sarana pelanggan?
	
	
	

	4. 
	Apakah ada perkantoran di sekitar sarana pelanggan?
	
	
	

	5.
	Apakah sarana melayani layanan antar obat ke Pasien / Customer?
	
	
	

	6.
	Apakah dokumen perizinan sarana kesehatan masih update/valid dan sesuai antara alamat pada dokumen perizinan dengan alamat sarana dilapangan?
	
	
	

	7.
	Apakah dokumen perizinan Penanggung Jawab sarana masih update/valid dan sesuai antara alamat pada dokumen perizinan dengan alamat sarana dilapangan?
	
	
	

	8.
	Apakah pemilik sarana memiliki sarana kesehatan lainnya? Jika Ya, sebutkan nama sarana beserta alamat lengkpanya.
	
	
	

	9.
	Apakah sarana kesehatan memiliki Apoteker Pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)?
	
	
	

	10.
	Apakah hasil kunjungan ke sarana kesehatan sesuai dengan kewajaran jumlah & frekuensi order pelanggan?
	
	
	



Lampiran 5. Data Informan
DATA INFORMAN

	No.
	Nama
	Umur
	Jenis Kelamin
	Jabatan

	1.
	
	
	
	





Tahap 1
Desember 2024


Riset Dasar


Kajian pustaka : Qardh


Tahap 2
Januari 2025


Revisi Porposal Project Practice


Pembuatan instrumen penelitian (checklist kualifikasi pelanggan dan kunjungan pelanggan)


Tahap 3
Februari 2025


Mengajukan lembar persetujuan kepada apoteker terkait ketersediaannya menjadi informan


Wawancara dengan apoteker


Pengajuan judul penelitian


Pembuatan Proposal Project Practice


Kajian pustaka :  Evaluasi kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat 


Observasi kualifikasi pelanggan dan kewajaran pesanan obat


Pengumpulan data hasil checklist


Tahap 4 
Maret 2025


Pembuatan laporan akhir (hasil, pembahasan, kesimpulan & saran)


Publish jurnal 
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